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1. Unit Organisasi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

2. Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kepulauan Bangka Belitung 

3. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

4. Fungsi : a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan 

pelaporan 

b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, 

kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum 

c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan 

pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan 

bantuan hukum 

d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis 

di lingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia di 

bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan 

e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan 

penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan 

penegakan hak asasi manusia 

f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah 

5. Indikator Kinerja Utama (IKU): 

 
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 
1 Terwujudnya Layanan 

Administratif dan Fasilitatif 
Kantor Wilayah yang Efektif 
dan Efisien 

Indeks Kepuasan Layanan Internal di 
lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
Bangka Belitung 

7.1 



 
 

Nilai Reformasi Birokrasi Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM Bangka Belitung 

70 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
Bangka Belitung 

90 

2 Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Pemasyarakatan 
di Bangka Belitung 

90% 

3 Meningkatnya Produktivitas 
Narapidana/ Anak Menuju 
Manusia Mandiri yang 
Berdaya Guna 

Persentase Mantan Narapidana/ 
Anak yang Berhasil di Bangka 
Belitung 

30% 

4 Meningkatnya Ketaatan 
Hukum Mantan Narapidana, 
Anak dan Klien 
Pemasyarakatan 

Menurunnya Persentase Residvis di 
Bangka Belitung 

10% 

5 Meningkatnya Kualitas 
Kegiatan Pembinaan 
Narapidana, Pelayanan 
Tahanan, Pembimbingan 
Klien Pemasyarakatan, dan 
Pengelolaan Basan Baran 

Persentase Basan Baran yang 
Dikelola Sesuai dengan Standar di 
Bangka Belitung 

90% 

Persentase Tahanan yang 
Mendapatkan Perawatan dan 
Pengadministrasian Sesuai dengan 
Standar di Bangka Belitung 

90% 

Persentase Narapidana yang 
Mendapatkan Pembinaan Sesuai 
dengan Standar di Bangka Belitung 

90% 

Persentase Anak yang Mendapatkan 
Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak Sesuai dengan 
Standar di Bangka Belitung 

90% 

Persentase Klien yang Mendapatkan 
Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengawasan Sesuai dengan Standar 
di Bangka Belitung 

90% 

Persentase Tindak Lanjut 
Pengaduan dan Pelanggaran Kode 
Etik Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan Sesuai dengan 
Standar di Bangka Belitun 

90% 

6 Meningkatnya Pelayanan 
Keimigrasian 

Jumlah Pelayanan Keimigrasian 
yang Diselesaikan Sesuai dengan 
Ketentuan 

17.247 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Keimigrasian 

7.3 

7 Meningkatnya Penegakan 
Hukum Keimigrasian 

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana 
Keimigrasian Sesuai dengan 
Ketentuan 

102 



8 Terselenggaranya 
Administrasi Pelayanan Jasa 
Hukum di Wilayah 

Penyelenggaraan Administrasi 
Pelayanan Jasa Hukum di Bidang 
Fidusia, Notariat, dan 
Kewarganegaraan 

12 Laporan 

9 Jumlah Pemerintah Daerah 
yang Melaksanakan Program 
Aksi HAM 

Jumlah Pemerintah Daerah yang 
Melaksanakan Program Aksi HAM 

4 Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Kab/ Kota Peduli HAM 3 Pemerintah 
Daerah 

10 Jumlah Layanan Hak Asasi 
Manusia di Wilayah 

Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia 
di Wilayah 

1 Layanan 

11 Terselenggaranya 
Pembinaan dan 
Pembangunan Hukum di 
Tingkat Daerah dengan 
Didukung Perencanaan 
Hukum di Tingkat Daerah, 
Analisis dan Evaluasi Hukum 
di Daerah, Peningkatan 
Kesadaran Hukum 
Masyarakat dan 
Terselenggaranya Bantuan 
Hukum serta Tersedianya 
Dokumentasi dan Jaringan 
Informasi Hukum 

Jumlah Orang atau Kelompok Orang 
Miskin yang Memperoleh Bantuan 
Hukum 

32 Kasus 

Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum 
Non Kepada Orang/ Kelompok 
Masyarakat Miskin 

2 Kegiatan 

Terlaksananya Pengawasan 
Pelaksanaan Bantuan Hukum di 
Wilayah 

1 Daerah 

Jumlah Penyuluhan Hukum di 
Daerah 

1 Daerah 

Terselenggaranya Kegiatan 
Perencanaan Pembentukan Produk 
Hukum Daerah 

1 Daerah 

Terselenggaranya Layanan 
Informasi Hukum Melalui Sistem 
JDIHN 

1 Daerah 

Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas 
Bagi OBH dan Paralegal (Tematik) 

50 Peserta 

12 Terciptanya Layanan 
Kekayaan Intelektual di 
Kantor Wilayah Kepulauan 
Bangka Belitung yang 
Berkualitas Baik Sekali 

Presentase Permohonan Kekayaan 
Intelektuala yang Diterima Kantor 
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung 

80% 

Presentase Penyelenggaraan 
Promosi dan Diseminasi di Daerah 
Kepulauan Bangka Belitung 

80% 

Presentase Penyelenggaraan 
Penegakan Hukum di Daerah 
Kepulauan Bangka Belitung 

80% 

Meningkatnya Database Kekayaan 
Intelektual Komunal Kantor Wilayah 
Kepulauan Bangka Belitung 

80% 

13 Termanfaatkannya 
Rekomendasi Hasil Kajian 
Wilayah dalam Penentuan 
Tema Penelitian Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 

Presentase Rekomendasi Hasil 
Kajian di Wilayah Sebagai Bahan 
Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 

20% 



14 Sosialisasi Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 

Presentase Penyelenggaraan 
Promosi dan Diseminasi di Daerah 
Kepulauan Bangka Belitung 

1 Buku 

15 Fasilitasi Pembentukan 
Produk Huum Daerah 

Persentase (%) Rancangan 
Peraturan Daerah yang Terfasilitasi 
Sesuai Permohonan 

80% 

Jumlah Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan du Daerah 
yang Mendapatkan Pembinaan 
Substansi Perancangan Peraturan 
Daerah 

30 Orang 

 
 

Pangkalpinang, 7 Januari 2019 
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